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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. DASAR 

  Peradilan Tata Usaha Negara ( PERATUN ) merupakan lingkungan peradilan yang 

terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha 

Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang 

sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga 

masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, 

seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para 

warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada 

tanggal 14 Februari  1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, 

salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan 

di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah 

Kabupaten/Kota. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN  

  Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian 

sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi 

penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 

 

C. JENIS LAPORAN 

  Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang 

Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut : 

 1. Kesekretariatan : 

   - Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

   - Sub Bagian Umum dan Keuangan 

   - Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

 2. Kepaniteraan : 

         - Kepaniteraan Perkara  

         - Kepaniteraan Hukum 
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BAB II 

PELAKSANAAN TUGAS 

A. KESEKRETARIATAN 

  Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta mempunya tugas  melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, 

organisasi , keuangan, SDM dan Sapras di lingkungan PTUN Jakarta. 

  Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Jakarta : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA 

 a. Jumlah Pegawai 

 Jumlah Seluruh Pegawai pada Pengadialan Tata Usaha Negara Jakarta pada   

           tanggal 31 Januari 2026 adalah 69 orang PNS, 4 orang CPNS, 11 orang PPPK, yang 

terdiri dari  Laki – Laki yang berjumlah 55 orang dan perempuan 29 orang, adapun 

rincian sebagai berikut:  

 

Sekretaris

Kasub Bag 
Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata 
Laksana

Kasub Bag Umum 
dan Keuangan

Kasub Bag 
Perencanaan, IT 
dan Pelaporan
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Mutasi   

Mutasi Kedalam Wilayah : 

NO NAMA/NIP JABATAN 

LAMA 

JABATAN 

BARU 

KETERANGAN 

1.     

2.     

  

Mutasi Keluar Wilayah  

NO NAMA/NIP JABATAN  

LAMA 

JABATAN BARU KETERANGAN 

 

 1. 

 

 

FIRDAUS MUSLIM, S.H, M.H  

 

HAKIM PTUN 

JAKARTA  

 

 

HAKIM PTUN 

MATARAM 

 

 

TMT 09 FEBRUARI 

2026  

 

 2. 

 

ARIFUDIN, S.H, M.H  

 

HAKIM PTUN 

JAKARTA  

 

HAKIM PTUN 

MAKASSAR 

 

TMT 13 FEBRUARI 

2026  
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 3.  

 

R.SYUMAN 

AULIAUROHMAN, S.H, M.H  

 

SEKRETARIS 

PTUN 

JAKARTA  

 

PENATA KELOLA 

HUKUM DAN 

PERUNDANG – 

UNDANGAN KOTA 

BANDUNG 

 

TMT 13 FEBRUARI 

2026  

 

 

 

DATA HAKIM / PEGAWAI BARU: 

 

NO NAMA JABATAN  PENEMPATAN KET 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    

 

PELANTIKAN / PENGANGKATAN JABATAN BARU 

      

NO NAMA JABATAN 

LAMA 

JABATAN 

BARU 

KET 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIUN  

 

NO  NAMA  JABATAN  KET   

 

1. 

 

SUGENG SISWOYO  

 

PENGADMINISTRASI 

PERKANTORAN PTUN 

JAKARTA 

  

TMT  01 FEBRUARI 

2026 
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- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

a.  Umum 

 1. Tata Persuratan :  

  Surat Masuk 

 

  Surat Keluar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) Tata Kearsipan : 

  Arsip -  arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib 

melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data 

Komputer ( ADK ) sehingga memudahkan dalam pencarian. 

 3) Inventaris dan Persediaan : 

  Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang 

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara ( SIMAK BMN ) dan aplikasi 

Persediaan. 

Untuk bulan Februari  Tahun 2026 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

pengadaan barang / jasa sebagai berikut : 
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 Note : Tabung Pemadam Api berjumlah 24 Tabung, 12 tabung expired 2027, 12 tabung  

expired Agustus 2025. baru terdaftar di siman 9 tabung. 

   Sedang berkoordinasi dengan biro perlengkapan terkait penangannya. 
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4) Perpustakaan : 

 
  Untuk Bulan Februari 2026 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada 

penerimaan buku atau majalah yang masuk. 
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b. Keuangan   

 Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01 
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Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05 
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 SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN 

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten 

berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Februari 2026 

agenda rapat meliputi :  

 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan 

mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat 

Struktural, Pejabat Fungsional, dan seluruh Pegawai agar dalam pelaksanaan 

tugasnya dilakukan secara profesional dengan tetap berpegang teguh dan 

berpedoman pada KEPPH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat 

Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 

 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengungkapkan terima kasih 

atas komitment Hakim dan ASN dalam melaksanakan rapat bulanan. 

 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk 

kedisiplinan Hakim dan ASN sudah baik diharapakan untuk kedepannya 

semakin baik, apabila izin telat masuk kantor maupun izin pulang cepat untuk 

selalu memakai surat izin. 

 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk 

kedisiplinan Hakim dan ASN sudah baik diharapakan untuk kedepannya 

semakin baik, apabila izin telat masuk kantor maupun izin pulang cepat untuk 

selalu memakai surat izin. 

 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk panita 

Dewan Kemakmuran Masjid untuk mempersiapkan Nuzulul Quran tanggal 17 

Ramadhan dan dilanjutkan dengan berbuka Bersama. 

 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk Bagian 

Kepaniteraan dan Bagian Kesekretariatan untuk tertip dalam melaksanakan 

tugas terutama bagian kepaniteraan dalam penginputan data ke sistem 

apabila sudah terinput semua harap di screenshoot sebagai alat bukti bahwa 

sudah menginput semua data ke sistem. 
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 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kepada Juru sita 

yang dalam masa mangang apabila sudah bagus akan segera diusulkan ke 

PTTUN Jakarta. 

 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk mengisi 

LHKPN dan SPT tahunan bagi yang belum mengisi diharapkan untuk secepatnya 

mengisi LHKPN dan SPT tahunan. 

 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan terkait WBBM 

akan mengkonfirmasi kembali apakah PTUN Jakarta dapat mengikuti WBBM. 

b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan 

yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait 

Kesekretariatan.  
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         B. KEPANITERAAN 

 

  Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata 

usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung 

jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 

Struktur Organisasi Kepaniteraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
1. Kepaniteraan Muda Perkara 

   Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha 

negara : 

 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan 

perkara,menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan masalah perkara TUN. 

 Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan. 

 Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi. 

 Meneliti berkas perkara masuk. 

 Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register. 

 Memberi nomor register pada surat gugatan. 

 Mencatat gugatan yang diterima lewat pos. 

 Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang 

berwenang 

 Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.  

Panitera

Panitera Muda 
Perkara

Panitera 

Pengganti

Panitera Muda 
Hukum

Jurusita 
Pengganti
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 Membuat jurnal keuangan perkara. 

 Membuat Laporan bulanan keuangan perkara. 

 Membuat laporan bulanan keadaan perkara. 

 Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara 

Banding, kasasi dan PK kepada para pihak. 

 Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim 

(Inzage) 

 Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B). 

 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 

selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan. 

 Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.  

 Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.   

 Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum. 

 Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara. 

 Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf 

pandmud perkara. 

 Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023. 

 Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara 

 Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2024 
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Keadaan Perkara  

 

 
 

Catatan : Total Putus bulan ini adalah ( di cabut + dismissal + Putus bulan ini ) 

12 + 3 + 15 = 30 Perkara  
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Halaman 23 dari 26 halaman  
Laporan Bulanan Bulan Februari 2026  PTUN JAKARTA 

Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan 
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 2. Kepaniteraan Muda Hukum 

  - Laporan Jenis Perkara Bulan Februari  2026 

 
 

 
- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Februari 2026 
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Halaman 24 dari 26 halaman  
Laporan Bulanan Bulan Februari 2026  PTUN JAKARTA 

Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan 
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C. KEGIATAN LAIN – LAIN 

1. Kamis, 12 Februari 2026 — Keluarga Besar Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia 

menyelenggarakan Malam Tasyakuran dalam rangka memperingati 35 Tahun Peradilan Tata 

Usaha Negara pada Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di Auditorium BSDK Megamendung 

Bogor. Suasana keakraban terasa melalui berbagai penampilan seni dan hiburan dari satuan 

kerja PERATUN di seluruh Indonesia, yang menjadi wujud kreativitas, solidaritas, dan semangat 

kebersamaan dalam satu keluarga besar peradilan. Momentum 35 tahun ini diharapkan 

semakin memperkuat komitmen Peradilan Tata Usaha Negara untuk terus meningkatkan 

profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 
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Halaman 25 dari 26 halaman  
Laporan Bulanan Bulan Februari 2026  PTUN JAKARTA 

Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan 
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BAB III 

TELAAHAN 

 

Kondisi Rumah Dinas 

 Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 

4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya 

atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang 

rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran 

untuk renovasi rumah dinas.  

Kondisi Kendaraan Dinas 

 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas 

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN 

Jakarta membutuhkan tambahan anggaran. 

2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam konidisi rusak berat sebanyak 2 (dua) 

unit dan 5 ( lima ) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta 

memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan 

rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara 

sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 ( dua ). 

3. Sumber Daya Manusia ( SDM ) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini 

mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 73 PNS, dan 11 orang PPPK 

sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 ( 

tiga ) Panitera Pengganti dan 4 ( empat ) JSP yang merangkap sebagai staf pada 

Kepaniteraan. 

 

 Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih 

memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan. 
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Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 
No Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta 

Timur 
Keterangan 

1 

 

- Rumah dinas Ketua 
PTUN Jakarta, 

- Alamat Jl.Pendidikan 
Pulogebang Jakarta Timur, 

- Kondisi rusak berat yang 
terdiri dari ; 
 Bangunan atau 

sebagian besar 
komponen struktur 
rusak, serta langit-
langit akan runtuh. 

 Membahayakan / 
beresiko difungsikan, 

 Perbaikan dengan 
rekontrusi. 
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Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 
No Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta 

Timur 
Keterangan 

2 

 

- Rumah dinas Hakim 
PTUN Jakarta, 

- Alamat Jl.Pendidikan 
Pulogebang Jakarta 
Timur, 

- Kondisi Rusak Ringan 
yang terdiri dari ; 
 Atap atap /plafon 

jebol, 
 Kusen yang sudah 

termakan rayap, 
 Dinding / tembok 

yang sudah mulai 
kusam dan rusak 

 Kaca depan rumah 
pecah 

 Pagar roboh 
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Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 
No Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta 

Timur 
Keterangan 

3 

 - Rumah dinas Hakim 
PTUN Jakarta, 

- Alamat Jl.Pendidikan 
Pulogebang Jakarta Timur, 

- Kondisi rusak berat yang 
terdiri dari ; 
 Bangunan atau 

sebagian besar 
komponen struktur 
rusak, 

 Kompenen penunjang 
lainnya rusak total  

 Membahayakan / 
beresiko difungsikan, 

 Perbaikan dengan 
rekontrusi. 
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Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 
No Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta 

Timur 
Keterangan 

4 

 

- Rumah dinas Wakil Ketua 
PTUN Jakarta, 

- Alamat Jl.Pendidikan 
Pulogebang Jakarta Timur, 

- Kondisi rusak berat yang 
terdiri dari ; 
 Bangunan atau 

sebagian besar 
komponen struktur 
rusak, 

 Kompenen penunjang 
lainnya rusak seperti 
atap dan pagar  

 Membahayakan / 
beresiko difungsikan, 

 Perbaikan dengan 
rekontrusi. 
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KENDARAAN DINAS RODA 2 No Nama Barang Keterangan No Nama Barang Keterangan 1 Honda Tiger CW 200 cc 2 Honda Supra X 125 D  

 

 - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 
 

 

 - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 
No Nama Barang Keterangan No Nama Barang Keterangan 3 Honda Supra X 125 D 4 Honda Supra X 125 D  

 

- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan        

 

 

- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 No Nama Barang Keterangan No Nama Barang Keterangan 5 Honda Supra X 125 D 6 Honda Supra X 125 D  

 

- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 
 

 

- Honda Supra X 125 D  - Plat Nomor  B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat 
No Nama Barang Keterangan No Nama Barang Keterangan 7 Honda Supra X 125 D 8 Honda Supra X 125 D  

 

- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 
 

 

- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 
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